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BAB V 

PERBANDINGAN HUKUM UNDANG-UNDANG KESEHATAN 

DAN HUKUM ISLAM TENTANG LIPOSUCTION 

 
Undang-undang kesehatan atau hukum positif dan hukum islam atau hukum 

agama merupakan dua hukum yang telah digunakan diindonesia sebagai acuan 

dalam menyelesaikan masalah. Hukum yang ada diindonesia diterapkan untuk 

mengatur seseorang untuk hidup bermasyarakat. Peraturan yang digunakan 

tentunya sudah sesuai dengan keadaan masyarakat, dan perlu adanya sebuah 

peraturan yang dapat menjadikan masyarakat dapat hidup dengan tertib. Namun, 

dalam pembahasan ini sedot lemak merupakan kejadian baru yang belum 

mempunyai hukum yang jelas dan rinci maka Undang-undang kesehatan 

digunakan sebagai acuan dan standart untuk melakukan operasi sedot lemak yang 

diperbolehkan dan aman digunakan diindonesia.  

Selain hukum positif yaitu undang-undang kesehatan, hukum islam juga 

menjadi acuan hukum diindonesia, karena indoneesia adalah negara dengan 

penduduk muslim terbesar didunia, namun indonesia tidak menggunakan hukum 

islam dalam penegakan hukumnya. Walaupun begitu banyak sekali produk-

produk yang berlabel halal dari MUI (majelis ulama indonesia) yang telah 

menjadi standart produk yang aman yang telah diuji maka hukum islam tidak bisa 

di kesampingkan, karena eksistensitas hukum islam telah dianut tetapi tidak 

diterapkan menjadi hukum yang pokok. 
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Setiap orang berpenampilan cantik dan menarik adalah suatu keharusan, 

demi meningkatkan rasa percaya diri. Banyak produk kecantikan yang ditawarkan 

untuk mempercantik diri, salah satunya sedot lemak. Dikalangan masyarakat sedot 

lemak sudah banyak digunakan akan tetapi belum ada kejelasan hukum dari 

undang-undang kesehatan maupun hukum islam. Perbandingan hukum merupakan 

bidang studi hukum yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku didalam 

satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan 

dan perbedaannya.
1
  

Maka perlu adanya perbandingan hukum yang mengatur hukum liposuction 

dari persamaan serta perbedaannya. Dalam sistem undang-undang kesehatan dan 

hukum islam keduanya memiliki banyak perbedaan yang cukup signifikan selain 

itu undang-undang kesehatan dan hukum islam juga memiliki beberapa 

persamaan. 

 

A. Persamaan Hukum Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam 

Undang-undang kesehatan indonesia diatur dalam Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai wujud pengakuan negara 

atas hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Dengan adanya Undang-

Undang Kesehatan memberikan kesadaran mengenai nilai sebuah 

kesehatan serta menciptakan sebuah pemikiran bahwa kesehatan 

merupakan hal yang paling utama dan tidak ternilai harganya. Hukum 

islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah Swt, yang memcakup 

ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. 

                                                           
1
 Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : KENCANA, 2015), hal 213. 
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Sebuah peraturan dari pemerintah maupun Allah SWT sama-sama 

memberikan perintah dan larangan. Seseorang yang melanggarpun akan 

dijatuhi sanksi. 

Persamaan pertama, dalam hukum sedot lemak (liposuction) antara 

undang-undang kesehatan dan hukum islam membolehkan operasi sedot 

lemak yang bertujuan untuk mengurangi lemak dikarenakan suatu penyakit 

yang dapat membahayakan keselamatan seseorang.  

Persamaan kedua, secara hukum undang-undang kesehatan dan 

hukum islam boleh dilakukan oleh dokter ahli sesuai bidangnya. 

Persamaan ketiga, dalam undang-undang kesehatan dan hukum 

islam mengenai obat dan alat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Persamaan keempat, undang-undang kesehatan dan hukum islam 

sama-sama tidak diperuntukkan untuk merubah identitas. 

 

B. Perbedaan Hukum Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam 

Undang-Undang Kesehatan menjadi acuan hukum dinegara 

indonesia untuk mengatur masyarakat dalam hal kesehatan. Kesehatan 

merupakan kepentingan bersama bukan kepentingan individu saja, maka 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang guna mengatur masyarakat 

dalam bermasyarakat. Undang-Undang Kesehatan dan hukum islam sama-

sama digunakan untuk mengatur masyarakat. Adapun perbedaannya : 
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1. Dasar Hukum 

Dasar hukum Undang-Undang dibuat untuk mengatur 

kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakatlah yang 

membentuk hukum bukannya hukum yang membentuk masyarakat. 

Berbeda dengan hukum islam, hukum islam dibentuk oleh Allah 

SWT sang pencipta seluruh alam yang membuat hukum guna 

membentuk masyarakat yang beragama yang tunduk akan hukum 

Allah SWT. 

 

2. Subyek Hukum 

Subyek hukum adalah seseorang yang melakukan perbuatan 

hukum. Menurut hukum positif subyek hukum ada 2 (dua) yaitu 

orang (persoon) dan badan hukum ( Rechpersoon). Sedangkan 

menurut hukum islam, subyek hukum adalah seorang Mukallaf, 

orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk 

bertindak hukum. 

 

3. Sumber Hukum 

Sumber hukum yang digunakan dalam menentukan hukum 

liposuction dalam hukum positif bersumber dari State Law (hukum 

tertulis), yang sangat dipengaruhi oleh pendangan hidup manusia. 

Hukum positif merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki 

keterbatasan dan kekurangan dalam menangani hukumnya. Hukum 

positif  dibuat untuk kepentingan bersama, dan sewaktu-waktu 



69 
 

dapat berubah sesuai dengan keadaan zamannya, bersifat tidak 

tetap dan tidak difungsikan lagi. 

Sedangkan hukum islam bersumber dari Al-Qur’an, Al-

Hadits dan Ijtihad. Hukum islam merupakan hukum yang 

diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki kesempurnaan dan 

diagungkan bagi pemeluknya. Hukum islam bersifat fleksibel, 

mampu bertahan dan dapat beradaptasi dengan keadaan seiring 

berkembangnya zaman. 

 

4. Sanksi Hukum 

Sanksi memegang peranan yang penting dalam menegakkan 

hukum. Sanksi ditujukan kepada seseorang yang melanggar aturan 

yang telah ditetapkan. Hukum memuat adanya perintah dan 

larangan serta adanya  kewajiban untuk mematuhi dan mentaatinya. 

Dalam undang-undang kesehatan seseorang akan dikenakan 

hukuman apabila telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

Hukuman tersebut dapat berbentuk hukuman pidana, perdata dan 

admistrasi yang diputus oleh hakim. Hukuman diberikan kepada 

yang bersangkutan atas pelayanan kesehatan serta seeorang pasien 

yang telah menggunakan metode operasi liposuction yang 

menyalahi hukum. Seseorang yang telah melakukan perbuatan 

hukum akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukan sesuai ketetapan yang ada. 
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Sanksi dalam hukum islam dalam hal operasi liposuction 

untuk merubah ciptaan-Nya guna kecantikan tidak ada hukuman 

pidana, perdata maupun administrasi seperti yang ada dalam 

undang-undang kesehatan. Adapun sanksi yang diterima datang 

dari Allah SWT pencipta seluruh alam yang akan diminta 

pertanggungjawabnya diakhirat nanti. 
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C. Table Persamaan Dan Perbedaan Hukum Liposuction Dalam 

Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

dan Hukum Islam 

5.1 Persamaan Dan Perbedaan Hukum Liposuction Dalam Perspektif 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum 

Islam 

No. UNSUR 

PERBEDAAN 

PERSAMAAN 
Undang-Undang 

No. 36 Tahun 

2009 Tentang 

Kesehatan 

Hukum Islam 

1. 
Dasar 

Hukum 

Undang-undang 

dibuat oleh 

manusia guna 

mengatur 

masyarakat. 

Hukum islam 

dibuat oleh Allah 

SWT guna 

membentuk 

masyarakat agar 

taat hukum Allah. 

Persamaan 

dalam hukum 

sedot lemak 

(liposuction) 

antara undang-

undang 

kesehatan dan 

hukum islam 

membolehkan 

operasi sedot 

lemak yang 

bertujuan untuk 

mengurangi 

lemak 

dikarenakan 

suatu penyakit 

yang dapat 

membahayakan 

keselamatan 

seseorang 

2. 
Subyek 

Hukum 

Persoon (orang) 

dan rechtpersoon 

(badan Hukum). 

Mukallaf 

3. 
Sumber 

Hukum 

Undang-undang 

bersumber dari 

State Law 

(hukum tertulis), 

yaitu atas 

pemikiran 

manusia. 

Hukum islam 

bersumber dari 

Al-Qur’a, Al-

Hadits dan ijtihad. 
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4. 
Sanksi 

Hukum 

Sanksi hukum 

berbentuk 

hukuman pidana, 

perdata dan 

admistrasi yang 

diputus oleh 

hakim. 

Sanksi hukum 

islam tidak 

berbentuk namun, 

akan dimintai 

pertanggungjawab

an diakhirat kelak. 

dengan tenaga 

dan sediaan 

farmasi serta 

alat kesehatan 

yang sesuai 

dengan hukum 

yang berlaku. 

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan 

Hukum Islam. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa liposuction dipandang 

dari dua hukum mempunyai persamaan dan perbedaan, sebagai berikut : 

 

1. Persamaan dalam hukum sedot lemak (liposuction) antara undang-

undang kesehatan dan hukum islam membolehkan operasi liposuction 

yang bertujuan untuk mengurangi lemak dikarenakan suatu penyakit 

yang dapat membahayakan keselamatan seseorang, dengan bantuan 

tenaga dan sediaan farmasi serta alat kesehatan yang sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

2. Terdapat empat unsur dalam perbedaannya antara lain : 

 

a.  Dasar hukum Undang-Undang Kesehatan dibuat oleh manusia 

guna mengatur masyarakat, sedangkat hukum islam dibuat oleh 

Allah SWT guna membentuk masyarakat agar taat hukum Allah.  

b.  Subyek hukum Undang-Undang Persoon (orang) dan 

rechtpersoon (badan Hukum), Sedangkan hukum islam adalah 

seorang mukallaf. 
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c.  Subyek hukum Undang-Undang bersumber dari State Law 

(hukum tertulis), yaitu atas pemikiran manusia, sedangkan 

hukum islam bersumber dari Al-Qur’a, Al-Hadits dan ijtihad. 

d.  Sanksi hukum Undang-Undang berbentuk hukuman pidana, 

perdata dan admistrasi yang diputus oleh hakim, sedangkan 

hukum islam tidak berbentuk. namun, akan dimintai 

pertanggungjawaban diakhirat kelak. 


